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bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai
perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi pejabat
negara, pegawal negeri sipil, pegawai tidak tetap, lembaga

lainnya dan masyarakat untuk dapat dilaksanakan secara
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nomis, efektif, transparan
bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan dengan dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, periu meneciapkan Peraturan Bupall
Pohuwato tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan
Luar Daerah Kabupaten Pohuwato bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, Lembaga Lainnya dan Masyarakat
Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890j;

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999

Y

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851};



NGOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH
KABUPATEN POHUWATO BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT
TAHUN 2014
BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa dalam
perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi pejabat

rangka mengatur ketentuan mengenai

negara, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, lembaga

lainnya dan masyarakat untuk dapat dilaksanakan secara
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bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan dengan dengan
Peraturan Bupatj;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan Bupati
Pohuwato tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan
Luar Daerah Kabupaten Pohuwato bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, Lembaga Lainnya dan Masyarakat
Tahun 20i4;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 38390j;
28 tahun 1999

Penvelenggaraan Negara yvang Bersih Bebas dari Korupsi
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Undang-Undang Nomor tentang

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
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Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851i};
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000  teniang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2003 (entang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwaio di Provinsi Goronialo {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4269j;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286j;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355j;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ientuang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 itentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20604
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraiuran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 358 Tahwun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
pemerintaty, Laporan Kelerangan Pertanggungjawaban
Kepala  Daerah Kepada DPRD dan  Informasi
Penyelenggaraan Pemeriniahian Dacerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
TN o 3 .1 B ¥ 1 ¥ B ., ™ 1.1°1 k4 . | he AT
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4693);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 itentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemeriniahan Dacrah Provinsi dan Pemeriniahan Daeran
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Meniern Dalam Negern Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telahh diubah  lerakinr dengan  Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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L Feraturdil pderdil haoupalcnl ronuwato Nomor 08 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T

{Lembaran Dacrahi Kabupaien Pohuwato Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pohuwaio Nomor 82j;

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun
2013 ientang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten

ny

Pohuwato Tahun 2013 Nomor 156j;

PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENETAPAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH
KABUPATEN POHUWATO BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIFIL, PEGAWAI TIDAK TETAP,

LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN 2014
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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Pemnerintahian Dacrah adalah penyeclenggaraan urusan pemenntahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {DPRD)
menurut asas otonomi dan tugas pembaniuan dengan prinsip otonomni
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemnerintabian dacrahi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrahi Kabupaien Pohiuwato sebagat unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Peraiuran Kepala Dacrah adalah Peraturan Bupadi.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.

Pejabal Negara adalah Kepala Dacrat/ Wakil Kepala Dacrah.

Pejabat Lainnya adalah Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten
Pohuwaio.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik
Indonesia yang ielah memenuhi syarat yang diteniukan, diangkat oich
pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam
negeri, atau diserahi lugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawal Tidak Teiap (PTT) adalah Pegawai yang diangkat uniuk jangka
waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang versiat icknis profesional dan adminisirasi sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

.Lembaga lainnya adalah lembaga yang memperoleh anggaran

perjalanan dinas dalam bentuk bantuan hibah melalui APBD
Kabupaien Pohuwato.

Masyarakat adalah masyarakat yang memperoleh anggaran perjalanan
dinas melaiui APBD Kabupaien Pohuwato.

Pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD,
Pimpinan Lembaga, Sckreiaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah,

Kepala Badan/Dinas, Camat, dan Kepala Kantor.
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Perjalanan dinas luar dacraht adalah perjalanan dinas ke luar tempat
kedudukan di Kabupaten Pohuwato yang dilakukan untuk
melaksanakan  kegiatan yang mendukung kinerja Satuan  Kerja
Perangkat Daerah/ Lembaga Lainnya dan dilakukan apabila sarana
komunikast yang tersedia mampu memberikan hasil yang optimead
secara cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan,

perintah Pejabat yang berwewenang.

[ 5 YORELUNE SUR 1 1.1 1, L1 1,1 .1 LR P A .
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kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato dan antar kabupaten
dalain wilayah Provinsi Goronialo.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih
dahulu (pre-calculated amourdj yang harus dibayarkan sckatigus.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sebagai bukti pengeluaran
yang sah.

Surat Perintah Tugas (SPT) adalah dokumen persetujuan pimpinan
dan/alau atasan langsung yang memberikan tugas perjalanan dinas.
Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah dokumen resmi perintah kepada
Pejabat Negara, PNS, lembaga Lainnya dan Masyarakal uniuk

melaksanakan perjalanan dinas.

.Tempat kedudukan adaiah lokasi/tempat/kota dimana satuan kerja
berada.
rn ] ” : 1 1 1 3 L Y s 71 2 : 1 e
.Tempat Tujuan adalah lokasi/iempat/koila yang menjadi tujuan

Perjalanan Dinas.

. Pengumandahian {Detasering) adalah penugasan scineniara wakiu.

. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang

1 1 . 3.1 . 1.1 " . 2 1°1 i3] 1 3
muka kerja dalam jumilah ierieniu yang diberikan kepada bendahara
pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan
kerja, yang tidak mungkin dilakukan melaiui mekanisme pembayaran

langsung.

. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagal acuan

penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Saiuan Kerja Perangkat Dacrah.
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PRINSIP PERJALANAN DINAS
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Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai

berikut:
1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkattan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerabr.
3. Efisiensi penggunaan belanja daerah, dan
4. Akuniabilitus pemberian periniah pelaksanaan Perjalanan dinas dan
pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
BAB 1il
PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 3
(1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat
kedudukan ke itempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan
semula;
(2) Tempat kedudukan  scebagaimana dimaksud pada  ayal (1)

(3)

menggunakan Pesawat Udara maka titik keberangkatan adalah

Bandar Udard.

Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk pula perjaianan yang dilakukan dalam hal:

a. detasering di luar Tempat Kedudukan;

b. penugasan Tenaga Anli dan/atau Narasumber dart luar Dacrah;

c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang
diadakan di iuar Tempat Kedudukan;

d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
atau menghadap seorang dokier penguji keschatan yang ditunjuk
yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat
keterangan dokier ientang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

e. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan
berdasarkan keputusan Majelis Penguji Keschatan Pegawai Negen;

f. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan
berdasarkan surai keicrangan dokier karena mendapat cedera pada

waktu/karena melakukan tugas;



(2)

g. ditugaskan mengikuti pendidikan kedinasan di luar Tempat
Kedudukan;

h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat
Negara/pejabat lainnya/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam

melakukan perjalanan dinas;

Pasal 4

Pejabat negara, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, lembaga

lainnya dan masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas

harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah
atasannya/perintah lembaga yang diwakilinya dalam bentuk Surat

Perintah Tugas (SPT).

Penandatangan SPT ke luar daerah ditentukan sebagai berikut:

a. Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur
tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan;

b. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil
Bupati;

c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah keberangkatannya
mendapat persetujuan/sepengetahuan dari Bupati atau Wakil
Bupati;

d. Pejabat pada lembaga lainnya diatur tersendiri oleh lembaga
tersebut sesuai dengan tata tertib lembaga dimaksud.

e. Pejabat Eselon II A dan Pejabat Eselon II B ditanda tangani oleh
Bupati/Wakil Bupati,

f. Pejabat Eselon II B ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah jika
Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat dan setelah
keberangkatannya mendapat persetujuan/sepengetahuan dari
Bupati atau Wakil Bupati;

g. Pejabat Eselon III pada SKPD, Eselon III dan Eselon IV A serta staf
di lingkungan Sekretariat Daerah ditanda tangani oleh Sekretaris
Daerah.

h. Pejabat Eselon III A, Eselon IV A dan staf di lingkungan Sekretariat
Daerah ditandatangani oleh Assisten jika Sekretaris Daerah tidak
berada ditempat dan setelah keberangkatannya mendapat
persetujuan/sepengetahuan dari Sekretaris Daerah.

i. Bagi Pejabat Eselon IV dan dan staf di lingkungan SKPD, baik
perorangan maupun bersama-sama dengan non PNS ditanda

tangani oleh Pejabat Perangkat Daerah.
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Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat iebit dart 1
(satu) hari kerja maka kewenangan penandatangan SPT dan
perseivjuan  pemberangkatan  dilakukan  secara  berjenjang ke

bawah.

Penandatangan SPT dalain dacrah ditentukan sebagat berikui:

a.

b.

)

Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur
tersendiri oleh DPRD sesuail dengan tata tertib dewann.

Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil
Bupau

Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
Jika Bupali dan Wakil Bupau utdak berada ditempat maka
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah keberangkatannya
mendapat  persctujuan/sepengetahuan dari Bupabli atau Wakil
Bupati;

Pejubul pada iembaga lainnya diatur itersendini oleh lembaga
tersebut sesuai dengan tata tertib lembaga dimaksud.

Pejubat Esclon I b dan Eselon I Kepala SKPD diianda iangani
oleh Sekretaris Daerah;

Pejabat Escion I, Eseclon IV, Stafl dan PTT ditandatangani oleh
Kepala SKPD;

Jika pejabat yang berwenang udak berada di tempat lebih darn 1
(satu) hari kerja maka kewenangan penandatangan SPT dilakukan

secara berjenjang ke bawah.
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Bupai dan Wakil Bupai ditandaiangani dan diperiksa kebenaran
perjalanannya oleh Bupati atau Wakil Bupati;

Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani dan diperiksa
kebenaran perjalanannya oleh Pimpinan DPRD;

Sekretaris Daeran  ditandatangani dan  diperiksa kebenaran
perjalanannya oleh Bupati atau Wakil Bupati;

Pejabat Esclon I B ditandatangani dan diperiksa kebenaran
perjalanannya oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah jika Wakil

Bupaii iidak berada ditempat;



. €. Pejabat Esclon I A, Esclon IV A dan stafl di lingkungan sekretariat
daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Assisten jika
Sekretaris Dacrah tidak berada ditempai dan diperiksa kebenaran
perjalanannya oleh Sekretaris Daerah.

{. Pgjabat Escion I, BEsclon IV, dan staf i hngkungan SKPD

ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh
Kepala SKPD.

g. Pejabat lembaga lainnya selainnya PNS, ditandatangani dan
diperiksa  kebenaran  perjalanannya  oleh  punpinan  lembaga
tersebut.

h. PTT, dan Masyarakai, dilandatangant dan diperiksa kebenaran
perjalanannya oleh Kepala SKPD dari tempat anggaran perjalanan
yang digunakar.

i. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1

@ {saiuj hari kerja maka penandatangan SPD diseralikan ke bawah

minimal satu tingkat.

™
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Perjalanan dinas dalam daerah yang dapat ditanggung minimal 1
{saluj har dan/atau Udak kurang dari 6 {enamj jam dan maksimai
3 (tiga) hari.

b. Perjalanan dinas luar dacrah yang dapat ditanggung mnimal 3
(tiga) hari dan maksimal 5 (lima) hari.

¢. Pengecualian dari huruf a dan b adalah perjalanan dinas dalan
rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah dan/atau perjalanan

dinas dalam rangka kegiatan iniensiftkasi dan  ckstensiiikasi

pemungutan Pajak/Retribusi Daerah dan/atau Kegiatan
Peneclusuran Asct Dacran dan/atau melalul periimbangan teknis
untuk kepentingan daerah oleh Kepala SKPD.

Perjalanan dinas keluar daerah tidak diperkenankan melakukan

e.

lebih dari satu kali rute (pergi pulang) dalam sekali perjalanan,
dan hanya dipernitungkan saiu kali biaya tiket.

e. Jika perjalanan dinas keluar daerah mengharuskan untuk transit
1 .1 _°1 3 b 1 he h | 1 kg | N 1_* 2°1 » 1 ik r~ 2
lebih dari satu kali dan berakibat biaya tket melewati fare ruie,
maka biaya tiket diperhitungkan sesuai fare yang berlaku saat itu,
dengan bukd fisik tiket seria boarding pass dan dibayarkan sesuail

biaya riil yang tertera didalam tiket.



{1}

(3)

—
P
A g

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 6

Biaya perjalanan dinas jabaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
terdiri atas :

a. uang harian;

o

biaya transport;

Cc. Dbiaya penginapan;

d. uang representasi;

e. sewa kenderaan dalam kota;

f. biaya menjemput/mengantar jenazah

Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, terdir

atas:

a. uang makan;

b. uang transport lokal; dan

¢. uang saku.

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas:

a. Perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan
keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara
/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Fasilitas transport diberikan kepada pejabat yang meiaksanakan SPD,

diatur dengan ketentuan:

a. apabila pejabat yang melaksanakan SPD menggunakan fasilitas
transport lebih rendah dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih
iebin harus disetor kembali ke kas daerah;

b. apabila fasilitas yang digunakan lebih tinggi dari fasilitas yang
ditentukan, maka selisin kurang menjadi tanggungjawab yang
melaksanakan SPD.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

Dalam hai pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai

berikut:
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(10)

(11)

(13)
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a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (uga
puluh persen) dari tarif hotel yang ditetapkan,
b. Biaya penginapan scbagaimana dimaksud pada hurul a
dibayarkan secara lumpsum.
Uang refresentasi  scbagaimana dinaksud pada ayat (1) hural d
dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD
dan Pejabat Eselon I selama meclakukan Perjalanan Dinas Luar
Daerah pada hari efektif (tidak termasuk hari keberangkatan dan hari
kepulangan), dalam rangka konsultasi dan  koordinast  dengan
Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
pejabat  bersangkutan, yang dilaksanakan di Ibukota  Provinsi
dan/atau Kabupaten/Kota yang ditentukan oleh
Kementerian/ Lembaga.
Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl ¢ hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara (Bupall dan
Wakil Bupati) untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
Sewa kendaraan scbagaimana  dimaksud pada ayat (8] sudah
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak,
dan dibayarkan dengan biaya ril yang dibukiitkan dengan foto copy
Surat Tanda Nomor Kenderaan yang digunakan dan bukti
penerimaan pembayaran olelr sopir kenderaan bersangkutarn.
Dalam hal pelaksana SPD menggunakan kenderaan dinas dan/atau
sewa kenderaan dalam kota bagi pejabat Negara maka transport lokal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b tidak
dibayarkarn.
Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf [ melipui biaya bagi penjempul/penganiar, biaya
pemetian dan biaya angkutan jenazah.
Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) diberikan kepada 2 (dua) orang pendamping dari
Pemerinian Daerah dan 1 {saiuj orang dari keluarga;
Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dicaniumkan pada Rincian Biaya Perjalanan
Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran

I Peraturan Bupadi ini.
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Pasal 7

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

di golongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:

a. Tingkat A uniuk Pegjabat Negara dan Pegjabat  Lainnya
(Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD);

b. Tingkal B untuk Anggota DPRD dan Sckretaris Daeral;

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II B, Ketua/Wakil Ketua PKK
Tingkat Kabupaten ;

d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III;

e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Golongan 1V /Golongan 1ii;

f. Tingkat F untuk PNS Golongan II, I dan CPNS.

Bilaya perjalanan dinas bagi Aparat Desa dan Badan Permusyawaratian

Desa, ditetapkan dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

a. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, diberlakukan tanif
disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat E;

b. Aparat Pemerintah Desa lainnya diberikan tarif disamakan dengan
perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat F.

Biaya perjalanan dinas bagi pejabat pada lembaga lainnya disamakan

dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat C.

Biaya perjalanan dinas bagi PTT, dan masyarakai disarnakan dengan

perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat F.

PNS Golongan II, Golongan I dan CPNS serta PTT dapat melakukan

perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti

dalam hal icnaga icknis tdak diperoieh di tempat yang bersangkutan.

Pasal 8
Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran
kanior/satuan kerja yang mengeluarkan SPD.
Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar
memperhaiikan  ketersediaun dana  yang  diperiukan  untuk
melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran

kanior/satuan kerja berkenaan.

kD) 1T N
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Pejabat Negara, Pejabat lainnya, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

dilarang menerima biaya perjalanan dinas dua kali atau lebih uniuk

perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.



.. Pasal 10
(1) Perjalanan dinas dalam kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas
berupa dang makan harian dan biaya transport.
(2) Besarnya uang makan harian dan biaya transport sebagaimana
dimnaksud pada ayat {1} dibayar sccara lwnpsun, scbagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Dalam hal pegalenan  dinas  dalam  kabupaten menggunakan

—
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kendaraan dinas, maka biaya pengganti transport diberikan dalam
beniuk blaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebuiuhan jarak
tempuh yang dibayarkan sesuai biaya riil;

{4) Pegalanan dinas dalam dacrah dalam  provinsi, diberikan  biaya
perjalanan dinas yang terdiri dari :
d. udng hariarn;

b. biaya penginapan,;

C. biaya transport.

(5) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,

dibayar secara lumpsum.

{6) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (%)
huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksana
perjaianan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat
penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya
penginapan sebesar 30 % (tiga puiuh persenj dari tarif hotel sesuai

dengan kota tempat tujuan.

{7) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4] hurufl c,
dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

[£a) ™ 1 kN M | - 1° . i1 M : e s . 1 1

(8) Dalaun hal perjaianan dinas dalain provinsl MCHggUnakarn Kendaraan

dinas, maka biaya pengganti transportasi diberikan dalam bentuk
biaya bahian bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak lempuh
yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan biaya transport lokal
dalum komponen uang harian sebagainana dalam Pasal © ayal (2)
huruf b tidak dibayarkan.

™ _
5

.1 11
rasai 11

Uuang harian dan uang representatfl sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf d dibayar secara lumpsum.
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Besarnya biaya transporiasi, sewa kendaraan dalam kota, dan biaya
menjemput/mengantar jenazah dalam rangka perjalanan dinas
jabatlan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1} huruf b, hurufl
e dan huruf f dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan
berdasarkan bukil yang sah.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
¢ dibayarkan sesuai dengan biaya nifl. Dalam hal pelaksana perjalanan
dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan
lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginaparn
sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota

tempat tujuan yang dibayarkan secara umpsum

Pasal 12
Jika sebagian biaya ditanggung oleh pihak ketiga atau dibebankan
melaiul koniribusi kepada pihak ketiga maka blaya yang dapat
dibayarkan adalah bagian biaya diluar kontribusi atau bagian yang
tidak ditanggung pihak ketiga yaiiu uang saku haran, dan/atau
penginapan.
Disamping blaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1} pejabat yang
melakukan perjalanan dinas mendapat biaya 1 (hari) kedatangan
dan/atau 1 {harlj pada saat kepulangan berupa uang harian dan biaya
penginapan.
Khusus uniuk kegiatan  pendidikan dan pelatthan yang
pelaksanaannya lebih dari 7 (tujuh) hari, yang sebagian biaya
ditunggunyg oleh pihak keliga atau dibebankan meladui konirbust
kepada pihak ketiga maka biaya yang dapat dibayarkan berupa uang
saku scluma 4 hari dan uang harian danjaiau biaya penginapan 1
(satu) hari pada saat kepulangan.
Khusus uniuk kegiatan pemeriksaan di lingkungan Inspekiorat
Daerah, setiap pemeriksa hanya diberikan uang saku harian.
Biaya perjalanan dinas ke luar negen mengikuti keteniuan tarif yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Uniuk keadaan ierieniu dapat diberikan konsiribusi khusus sesual
dengan kebutuhan yang disetujui secara tertulis minimal oleh

Sekretaris Daerah.
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BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
Pasal 13
Uniuk dapat melakukan perjalunan dinas bagi Pejabat Negara, PN3,
dan lembaga lainnya harus diberikan SPD dari pejabat yang
berwenang, menurut format SPD yang telah ditentukan, dengan dasar
surat undangan dan/atau permintaan dari Kementerian dan/atau
lemnbaga pernerintah.
Dalam keadaan tertentu bagi Pejabat Negara, PNS dan lembaga
luinnya, dapat melakukan perjalanan dinas keluar dacrah tanpa dasar
surat undangan dan/atau permintaan dari Kementerian dan/atau
lembaga pemerintah, dengan ketentuan :
a. ada perintah khusus dari Bupati atau Wakil Bupati.
b. khusus Pimpinan dan Anggola DPRD dan Lembaga lainnya
berdasarkan kebutuhan organisasi dimaksud.
c. keadaan mendesak uniuk kepentingan dacrabi atas pin minimat
dari Sekretaris Daerah.
Pejubal yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD uniuk
perjalanan dinas yang SPT-nya telah ditandatangani dan biayanya
dibebankan pada anggaran yang iersedia pada Satuan Kerju Perangkat
Daerah yang berkenaan.
Pejubal  yung berwenang dalam  menerbitkan  SPD sekaligus
menetapkan lamanya perjalanan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat {2, seria moda transport

yang dipergunakan.

Pasal 14

SPD merupakan bukti, pelaporan, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan perjalanan dinas.

Pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib
menyampaikan laporan ringkas ientang perjalanan dinas kepada
Pejabat yang berwenang.

Pejabal yang melakukan perjalanan dinas dengan tujuan pendidikan
pelatihan teknis yang meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
wajib menyampaikan rencana kegiatan untuk melakukan redesiminasi

dalam bentuk pemaparan;
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Dalam SPD tdak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat

dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan

dibubuhi parafl pejabal yang berwenang.

Perhitungan biaya perjalanan dinas dicatat secara terinci dalam nota

perhitungan perjalanan dings yang dibuat olelh PPTK-SKPD  dan

diketahui oleh KPA dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pembayaran biaya perjalanan  dinas  diberikan  dalam  kuitansi

pembayaran yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran dan

pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pada SPD dicatat:

a. tanggal berangkat dan tempat kedudukan/tempat berada
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tcmpat tujuan dan
ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang di datang;i;

c. tanggal tiba kembali tempat kedudukan/tempat berada dan
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

Dalam penerbitan SPD, pcjabat yang mengeluarkan perintah

perjalanan dinas berwenang untuk menetapkan tingkat biaya

perjalanan  dinas dan alat tansportasi yang digunakan untuk

melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan

memperhatikan kepentingan serta tujuan pegjalanan dinas.

Pasal 15
Pembayaran biaya transport untuk perjalanan dinas luar daerah
dihitung dengan menggunakan biaya riil, termasuk biaya airport tax
keberangkatan dan kepulangan,;
Biaya riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1j adalah nilai yang
tertera pada tiket dan boarding pass dan/atau billing/kwitansi yang
dikeluarkan oleh perusahaan jasa angkutan;
Pembayaran biaya bahan bakar minyak (BBM) diberikan kepada
pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dalam
kabupaten dan provinsi dan/atau perjalanan dinas luar daerah dalam
sulawesi yang menggunakan fasilitas kenderaan dinas roda cmpat
dengan menggunakan biaya riil yang dibuktikan dengan billing/nota
yang dikeluarkan oleh perusahaan SPBU;
Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayal (1) mengikat pada lamanya perjalanan dinas berdasarkan tiket

berangkat dan tiket kembali;
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{5) Dalamn keadaan tertentu, karena pertunbangan tekms penerbangan
pelaksana SPD dapat :
a. Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah yang mendahuiui hari

keberangkatan dari tanggal keberangkatan yang ditetapkan dalam
SPD dan/atau menunda hart kepulangan dan tanggal kepulangan
yang ditetapkan dalam SPD tidak mendapatkan tambahan biaya
perjalanan dinas;
b. Melaksanakan keberangkatan dari bandar udara selain bandar
udara Djalaludin Gorontaio, yakmni bandar udara Samratulangi
Manado dan/atau melalui rute dari bandar udara Djalaludin
Gourontalo  menuju  bandar udara Samratulangt  Manado,
selanjutnya ke kota tempat tujuan dan/atau sebaliknya, dan
hanya berlaku bagi pejabat negara dan pejabat terteniu yang
‘ mendapat perintah khusus secara tertulis dari Bupati dan/atau
@/ Wakil Bupad;
(6) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan sebagai berikut :

4. Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diakukan dengan
mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran
Langsung (LS};

b. Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme
UP/GU/TU dilakukan dengan pembayaran tdak rampung kepada
Pejabat Negara/Pejabat Lainnya/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai
Tidak Teiup yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara
Pengeluaran dari UP/TU yang dikelolanya dan paling lambat tujuh
hari setelah kepulangar;

c. Pembayaran biaya tiket adalah tiket untuk berangkat dan kembali

berdusurkan harga tiket yang berlaku pada wakiu penerbangan

dimaksud dengan status issued;

c.

Apabila telah dilukukan pembayaran dan yang bersangkutan
kembali sebelum waktu yang ditetapkan dalam SPD, maka selisih
biaya perjalanan dinas disetor kembali ke kas daerah.

(7) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pejabat
lainnya/ Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, dilakukan dengan
mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

a. Biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumiahnya sebelum
perjalanan dinas dilaksanakan;
b. Perjalanan dinas iciah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas

dibayarkan.
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(1)

Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melaha mekamsme

Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)

berlaku ketentuan sebagat berikut :

a. Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat
Negara/Pejabat  lainnya/Pegawal Negeri  Sipil/Pegawar  Tidak
Tetap, melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan,
kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daeraly;

b. Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat
Negara/Pejubat  lainnya/Pegawar Negenn  Sipil/Pegawar  Tidak
Tetap, kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan,
kekurangan tersebut tdak memperoleh penggantian.

Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme

Pemnbayaran UP/GU/TUP scbagaimana dimaksud pada ayat {6) hurui

b berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Pejabaut Negara/Pejabat lainnya/Pegawai Negen  Sipil/Pegawai
Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas
menyampatkan seluruh bukil pengeluaran ashi kepada PA/KPA;

b. PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti
pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabal Negara/Pejabal
lainnya/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang
bersangkuian dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;

c. Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pejabat
lainnya/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah
melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut
kepada Bendahara Pengeluaran;

d. Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan
PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan iersebut
kepada Pejabat Negara/Pejabat lainnya/Pegawai Negeri
Sipil/Pegawai Tidak Teiap yang iclah melakukan perjalanan
dinas.

Rincian besarnya biaya perjalanan dinas, dituangkan dalam format

sebagaimana tercantum dalam lampiran IIl Peraturan Bupati ini.

Pasal 16
Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), terlebih dahuiu
mendapatkan pertimbangan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Dacrah (BKPPD} Kabupaten Pohuwato melalui usulan

Pimpinan SKPD.



{2) Jika BKPPD Kabupaten Pohuwato telah memberikan pertunbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PNS yang telah selesai
mengikuti bimbingan teknis dimaksud wajib memaparkan hasil yang

diikuti didepan pejabat yang ditentukan.

Pasal 17
Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan
perjalanan dinas adalah :
(1) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang
ditandatangani oleh pejabat berwenang;
(2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dan ayat (2);
(3) Pertimbangan dari pejabat berwenang dalam bentuk Telaahan Staf
(ika diperiukanj;
(4) Tiket dalam bentuk tiket, boarding pass, dan airport tax, serta bukti
pembayaran yang sah uniuk biaya transport.
(5) Laporan pelaksanaan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar
daeraii.
Pasal 18

Pejubal yung berwenang bertanggungjawab atas ierib administrasi

—~
ped
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pelaksanan Peraturan Bupati ini.

Pejabal yang berwenang wajib membatasi pelaksanan perjalanan dinas

©

untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta
mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumnlah
orang, dan lamanya perjalanan dinas, serta hanya bisa melakukan
perjalanan dinas atas dasar surat undangan dan/aiau permintaan
dari Pemerintah dan atau Departemen atau Lembaga Pemerintah.

Undangan, Permintaan yang berasal dari Lembaga, Yayasan dan lain

p——
«

sebagainya non Pemerintah tidak wajib untuk dipenuhi, kecuali ada
pertimbangan lain dari Sekretaris Daerah sepanjang itu mempunyai
prioritas tinggi dan penting bagi kepentingan Daerah

Pejabal yang berwenang, Pejabat Negara, PNS, PTT, dan Masyarakat

—
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lainnya yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab secara
penuh atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari
kesalahan, kelalaian, atau kealpaan dari yang bersangkutan
schubungan dengan perjalanan dinas berkenaan.

(5) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud
pada ayat {4} dikenakan tindakan:
a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

atau
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DAD V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setinp orang mengelahuinya, memeriniahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten
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Januari 2014

Diundangkan di Marisa

pada tanggal Januari 2014

Pembirta Utama Muda
NIP. 19600503 198602 1 007



Lampiran | Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor
Tanggal
Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Kabupaten Pohuwato Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 2014
SATUAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH ANTAR KABUPATEN
TKT A TKT B TKTC TKTD TKTE TKTF
NO URAIAN . Ket
. . | Wakil Ketua | Sekda/Anggota Eselon IV/
Bupati Ketua DPRD | Wakil Bupati DPRD DPRD Eselon ll Eselon lll Gol IV/ Gol Il Gol II/I/ICPNS
1 |LUAR DAERAH (diluar Sulawesi)
a. biaya transport (PP) Bisnis Bisnis Bisnis Bisnis Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi |Biaya Rill
b. Uang Harian 3,600,000 2,300,000 2,000,000 1,800,000 1,650,000 1,450,000 1,350,000 950,000 850,000
- Uang makan 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 400,000 400,000 200,000 200,000 |Lumpsum
- Uang Transport lokal 600,000 500,000 500,000 400,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 |Lumpsum
- Uang saku 2,500,000 1,300,000 1,000,000 900,000 850,000 750,000 650,000 450,000 350,000 |Lumpsum
c. Penginapan 1,500,000 1,300,000 1,250,000 1,000,000 850,000 750,000 700,000 500,000 500,000 |Biaya Rill
d. Refresentasi 2,000,000 1,300,000 1,200,000 1,000,000 650,000 400,000 X X X Lumpsum
Biaya Rill (khusus
e. Sewa Kenderaan 800,000 X 600,000 X b ¢ X b X X pejabat negara)
f. Biaya Pemetian jenazah 5,000,000
2 |LUAR DAERAH (dalam Sulawesi)
A. Marisa - Makassar dan sekitarnya
a. biaya transport (PP) Bisnis Bisnis Bisnis Bisnis Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi |Biaya Rill
b. Uang Harian 3,100,000 2,300,000 1,800,000 1,500,000 1,300,000 1,100,000 950,000 750,000 650,000
- Uang makan 500,000 500,000 500,000 400,000 400,000 300,000 250,000 150,000 150,000 |Lumpsum
- Uang Transport lokal 600,000 500,000 500,000 400,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 |Lumpsum
- Uang saku 2,000,000 1,300,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 |Lumpsum
¢. Penginapan 1,500,000 1,000,000 1,000,000 900,000 850,000 750,000 650,000 500,000 400,000 |Biaya Rill
d. Refresentasi 1,500,000 1,000,000 1,000,000 900,000 650,000 400,000 p 3 X X Lumpsum
e. Sewa Kenderaan 700,000 X 500,000 x x x x x x Biaya Rill (khusus
pejabat negara)
Hal 1 dari 3 Lamp | (2)




TKTC

TKT A TKT B TKTD TKTE TKTF
N URAIAN . e
° Bupati Ketua DPRD | Wakil Bupati wal';'l',:gt“a Sekd;’:l:ggm Eselonll | Eselon il Gﬁfﬁ'fl’gg"’m Gol INICPNS et
. Marisa - Manado dan sekitarnya
a. biaya transport (PP)
- Menggunakan Pesawat Terbang Bisnis Bisnis Bisnis Bisnis Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi _|Biaya Rill
- Menggunakan Kenderaan Dinas 300 Itr 300 Itr 300 Itr 300 Itr 250 Itr 200 Itr 200 Itr X X Biaya Rill
- Menggunakan Kenderaan Umum 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 750,000 750,000 500,000 400,000 |Biaya Rill
b. Uang Harian 3,100,000 2,200,000 1,800,000 1,500,000 1,300,000 1,100,000 950,000 750,000 650,000
- Uang makan 500,000 500,000 500,000 400,000 400,000 300,000 250,000 150,000 150,000 |Lumpsum
- Uang Transport lokal 600,000 500,000 500,000 400,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 |Lumpsum
- Uang saku 2,000,000 1,200,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 |Lumpsum
¢. Penginapan 1,500,000 1,000,000 1,000,000 900,000 850,000 750,000 650,000 500,000 400,000 |Biaya Rill
d. Refresentasi 1,500,000 1,000,000 1,000,000 900,000 650,000 400,000 X X X Lumpsum
e. Sewa Kenderaan 600,000 x 400,000 x x x x x x Biaya Rill (khusus
pejabat negara)
. Marisa - Moutong dan sekitarnya
a. biaya transport (PP)
- Menggunakan Kenderaan Dinas 115 Itr 115 Itr 115 Itr 115 Itr 100 Itr 80 Itr 80 Itr X X Biaya Rill
- Menggunakan Kenderaan Umum 700,000 700,000 700,000 700,000 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 |Biaya Rill
b. Uang Harian 3,000,000 2,100,000 1,700,000 1,400,000 1,300,000 1,050,000 900,000 700,000 600,000
- Uang makan 500,000 500,000 500,000 400,000 400,000 300,000 250,000 150,000 150,000 |Lumpsum
- Uang Transport lokal 500,000 400,000 400,000 300,000 300,000 250,000 250,000 250,000 250,000 |Lumpsum
- Uang saku 2,000,000 1,200,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 |Lumpsum
¢. Penginapan 1,500,000 1,000,000 1,000,000 900,000 750,000 600,000 500,000 350,000 300,000 |Biaya Rill
. Marisa - Palu dan sekitarnya
a. biaya transport (PP)
- Menggunakan Kenderaan Dinas 300 Itr 300 Itr 300 Itr 300 Itr 250 Itr 200 Itr 200 Itr X X Biaya Rill
- Menggunakan Kenderaan Umum 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 750,000 750,000 500,000 400,000 |Biaya Rill
b. Uang Harian 3,100,000 2,200,000 1,800,000 1,500,000 1,300,000 1,100,000 950,000 700,000 600,000
- Uang makan 500,000 500,000 500,000 400,000 400,000 300,000 250,000 150,000 150,000 |Lumpsum
- Uang Transport lokal 600,000 500,000 500,000 400,000 300,000 300,000 300,000 250,000 250,000 |Lumpsum
- Uang saku 2,000,000 1,200,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 [Lumpsum
¢. Penginapan 1,500,000 1,000,000 1,000,000 900,000 850,000 750,000 650,000 500,000 400,000 |Biaya Rill
d. Refresentasi 1,500,000 1,000,000 1,000,000 900,000 650,000 400,000 X X X Lumpsum
Hal 2 dari 3 Lamp 1 (2)
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TKT A TKT B TKT C TKTD TKTE TKTF
NO URAIAN " Ket
. . . | Wakil Ketua | Sekda/Anggota Eselon IV/
Bupati Ketua DPRD | Wakil Bupati DPRD DPRD Eselon I Eselon lll Gol IV Gol Ill Gol I/ICPNS
3 |DALAM DAERAH ANTAR KABUPATEN DALAM PROVINSI GORONTALO
a. Transport Darat PP
- Menggunakan Kenderaan Dinas 100 Itr 100 Itr 100 Itr 100 Itr 90 Itr 75 Itr 75 Itr X X Biaya Rill
- Menggunakan Angkutan Umum 500,000 500,000 500,000 500,000 400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 |Biaya Rill
b. Uang Harian 2,400,000 2,100,000 1,700,000 1,400,000 1,250,000 900,000 700,000 400,000 250,000
- Uang makan harian 500,000 500,000 500,000 400,000 400,000 300,000 200,000 150,000 100,000 |Lumpsum
- Biaya Transport lokal 400,000 400,000 400,000 300,000 250,000 100,000 100,000 50,000 50,000 |Lumpsum
- Uang saku 1,500,000 1,200,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 200,000 100,000 (Lumpsum
c. Penginapan 1,100,000 1,100,000 1,000,000 900,000 750,000 600,000 500,000 350,000 300,000 |Biaya Rill
T N
UPATI POHUWATO
w
Hal 3 dari 3 Lamp | (2)




Lampiran Il Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor
Tanggal
Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Kabupaten Pohuwato Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 2014
SATUAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN DAN ANTAR DESA DALAM KABUPATEN
TKT A TKT B TKTC TKTD TKTE TKTF
URAIAN .
Ne Bupati | Ketua DPRD | Wakil Bupati wal';'ll,:gt“a se:‘:g’:gg“ Eselon Il Ese'°::,"" Gol Ese'°'|‘"“”°°' Gol INICPNS et
1. |DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN
1 Marisa - Paguat
a. Transport Darat PP
- Menggunakan Kenderaan Dinas 60 itr 60 Itr 60 Itr 60 Itr 50 Itr 22 itr 22 Itr X X Biaya Rill
- Menggunakan Angkutan Umum 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 100,000 100,000 | 100,000 100,000 |Lumpsum
b. Uang Harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 150,000 125,000 75,000 50,000 [Lumpsum
- Uang Makan harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 150,000 125,000 75,000 50,000
2 Marisa - Buntulia
a. Transport Darat PP
- Menggunakan Kenderaan Dinas 60 Itr 60 Itr 60 Itr 60 itr 50 Itr 17 Itr 17 Itr X X Biaya Rill
- Menggunakan Angkutan Umum 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 75,000 75,000 75,000 75,000 |Lumpsum
b. Uang Harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 100,000 75,000 50,000 40,000 |Lumpsum
- Uang Makan harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 100,000 75,000 50,000 40,000
3 Marisa - Duhiadaa )
a. Transport Darat PP
- Menggunakan Kenderaan Dinas 60 itr 60 Itr 60 Itr 60 Itr 50 Itr 17 Itr 17 Itr X p Biaya Riil
- Menggunakan Angkutan Umum X X X X X X 75,000 75,000 75,000 [Lumpsum
b. Uang Harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 100,000 75,000 50,000 40,000 |Lumpsum
- Uang Makan harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 100,000 75,000 50,000 40,000
Hal 1 dari 4 Lamp (I




TKT A TKTB TKTC TKTD TKTE TKTF
ne URAIAN Bupati | Ketua DPRD | Wakil Bupati | W2Kil Kotwa | Sekdaifngao| - gegion i Eselon lIVGol Eselon VI Goll orumcens|
Marisa- Dengilo
a. Transport Darat PP
- Menggunakan Kenderaan Dinas 60 itr 60 Itr 60 Itr 60 Itr 50 Itr 22 Itr 22 Itr X X Biaya Riil
- Menggunakan Angkutan Umum 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 |Lumpsum
b. Uang Harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 150,000 125,000 75,000 50,000 [Lumpsum
- Uang Makan harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 150,000 125,000 75,000 50,000
Marisa - Patilanggio
a. Transport Darat PP
- Menggunakan Kenderaan Dinas 60 Itr 60 Itr 60 itr 60 Itr 50 Itr 20 itr 20 Itr X X Biaya Riil
- Menggunakan Angkutan Umum 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 80,000 80,000 80,000 80,000 |Lumpsum
b. Uang Harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 100,000 75,000 50,000 40,000 |Lumpsum
- Uang Makan harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 100,000 75,000 50,000 40,000
Marisa - Randangan
a. Transport Darat PP
- Menggunakan Kenderaan Dinas 60 Itr 60 Itr 60 Itr 60 Itr 50 Itr 22 Itr 22 Itr X X Biaya Rill
- Menggunakan Angkutan Umum 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 |[Lumpsum
b. Uang Harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 150,000 125,000 75,000 50,000 [Lumpsum
- Uang Makan harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 150,000 125,000 75,000 50,000
Marisa- Taluditi
a. Transport Darat PP
- Menggunakan Kenderaan Dinas 60 Itr 60 Itr 60 Itr 60 Itr 50 Itr 30 Itr 30 Itr X X Biaya Rill
- Menggunakan Angkutan Umum 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 150,000 150,000 150,000 150,000 [Lumpsum
b. Uang Harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 175,000 150,000 100,000 75,000 |Lumpsum
- Uang Makan harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 175,000 150,000 100,000 75,000
Marisa-Wanggarasi
a. Transport Darat PP
- Menggunakan Kenderaan Dinas 60 Itr 60 Itr 60 Itr 60 Itr 50 Itr 30 Itr 30 Itr X X Biaya Rill
- Menggunakan Angkutan Umum 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 150,000 150,000 150,000 150,000 |Lumpsum
Hal 2 dari 4 Lamp I
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TKT A TKT B TKTC TKTD TKTE TKTF
Ne URAIAN Bupati | Ketua DPRD | Wakil Bupati | " pere Se:‘:g’:;gm Eselon Ii Ese'°::,"" Gol Ese'°'|‘"'V’G°' Gol IIICPNS Kt
b. Uang Harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 175,000 150,000 100,000 75,000 [Lumpsum
- Uang Makan harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 175,000 150,000 100,000 75,000
9 Marisa - Lemito
a. Transport Darat PP
- Menggunakan Kenderaan Dinas 60 Itr 60 Itr 60 Itr 60 Itr 50 itr 351tr 35 Itr X X Biaya Rill
- Menggunakan Angkutan Umum 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 175,000 175,000 175,000 175,000 {Lumpsum
b. Uang Harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 200,000 175,000 150,000 100,000 |Lumpsum
- Uang Makan harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 200,000 175,000 150,000 100,000
10 Marisa - Popayato Timur
a. Transport Darat PP
- Menggunakan Kenderaan Dinas 60 Itr 60 Itr 60 Itr 60 Itr 50 Itr 35 Itr 351tr X X Biaya Rill
- Menggunakan Angkutan Umum 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 175,000 175,000 175,000 175,000 |Lumpsum
b. Uang Harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 200,000 175,000 160,000 100,000 |Lumpsum
- Uang Makan harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 200,000 175,000 150,000 100,000
11 Marisa - Popayato
a. Transport Darat PP
- Menggunakan Kenderaan Dinas 60 Itr 60 Itr 60 Itr 60 itr 50 Itr 40 itr 40 Itr X X Biaya Rill
- Menggunakan Angkutan Umum 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 |Lumpsum
b. Uang Harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 250,000 200,000 150,000 100,000 |Lumpsum
- Uang Makan harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 250,000 200,000 150,000 100,000
12 Marisa - Popayato Barat
a. Transport Darat PP
- Menggunakan Kenderaan Dinas 60 Itr 60 Itr 60 Itr 60 Itr 50 Itr 40 Itr 40 Itr X X Biaya Rill
- Menggunakan Angkutan Umum 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 |Lumpsum
b. Uang Harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 250,000 200,000 150,000 100,000 |Lumpsum
- Uang Makan harian 450,000 450,000 400,000 400,000 350,000 250,000 200,000 150,000 100,000
Hal 3 dari 4 Lamp Il




TKT A TKT B TKTC TKTD TKTE TKTF
NO URAIAN : Ket
. . . | Wakil Ketua |Sekda/Anggo Eselon lll/Gol |Eselon IV/Gol
Bupati Ketua DPRD | Wakil Bupati DPRD ta DPRD Eselon I v m Gol Il/I/ICPNS
2 |DALAM DAERAH ANTAR DESA DALAM KECAMATAN
a. Transport Darat PP -
- Menggunakan Kenderaan Dinas X 5ltr X X Biaya Rill
- Menggunakan Angkutan Umum X X 50,000 35,000 35,000 |Lumpsum
3 KHUSUS SATUAN UANG SAKU DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT DAERAH.
Uang Harian ) 125,000 115,000 105,000 95,000 |Lumpsum
- Uang Saku Harian _—125,000 115,000 105,000 95,000
=Ty I
i

Hal 4 dari 4
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Lampiran I Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : Tahun 2014

Tanggal ; Januari 2014

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan

Luar Daerah

Kabupaten Pohuwato Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun

2014.

URTAS LSl il

A FEWA T i'ﬂ"‘a’ T??ﬂiﬁ TRETRTR TAT A WT

W|T TREFRT A

i
3 EFRINIAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

.............................................................................

Nama D s s A R A (Pejabat penerbit SPD)

4

T

Ee)
N =

.
o

Jabatan

Unit Kerja

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, tugas perjalanan dinas luar daerah

dari :

Nama Livevususnmons es samimsmeniss o svs avess s (pelaksana SPD)

~

e
r

—3
]

Jabatan

Unit Kerja

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas

iainnya yang sangai mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

T A B P SR A R S (alasan pembatalan perjalanan dinas).

N, R, S D (U (RS (SO (S N P JRRURE VR S (R I, B
Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksana pegjalanan dinas tdak

dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

g R 2 i e e e e Ei I e IR A P P, - F . —_— ] i i A, (I
Demikian surat pernyataan uu dibuat dengan sepenarnya untuk digunakan

seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.




Lampiran IV Peraturan Bupat Pohuwato
Nomor 3 Tahun 2014
Tanggal ; Januari 2014

_Tentang - : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah

Kabupaten Pohuwato Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun
2014.

F A FEL & FTUTAWATRWATR & BT & TRTOARET: A LA T A& WT TRATIATR TAT l"f.l'lf

SRTTER A WREATRRTE & W =Y w AW
SWIERIA L T IDSaRINIASE "1:.‘ TR IIRIN SIS B.-ﬂ....f' IELITEEDSR R LRRLERIY  E ELERNSSLARLERIN

DINAS

W g s g
INO IO fiiiiiiiieiotnnsenensnsnsressssassscsssstsscssscsssscssssssecsosssetossassnsssssssassnssassnnsess

Yang bertanda tangan d1bawah ini

Nama = = Gesssesmesssussacrssessimessinieiiesevssse (PA/KPA)

NIP L e A O R S A

Jabatan < T —

Unit Kerja e B AR R
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, perjalanan dinas luar daerah
berdasarkan surat perintah tugas nomor............... tanggal.......... dan SPD
NOMmofr-........ tanggal...... an :

HAEBIE = = = fsewesomossemsssmesmsssnssssitniioii (pelaksana SPD)

NIP A

Jabatan T ——

Unit Kerja s S SR s SR TSR SR SRS
Dibatalkan sesual surat pernyataan pembatalan perjalanan dinas
HOMAOT xsisisss tanggal
Berkenaan dengan pembatalan tersebut, maka biaya

B i e

Yang telah teralanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan /
refund {sebagian/sciuruhyj scbesar
RPiieieiieeecieece (e )
Sehingga dibebankan pada rekening anggaran...............ccc........

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan
kerugian negara, sava bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan
kerugian tersebut ke kas negara.




